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BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR -0 TAHUN 2019

TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019
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_:M.Etentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

a. bahwa untuk efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Tahun 2019, perlu dilakukan

Boalemo Anggaran '

- penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Boalemo Nomor

56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di

Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun

Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan —pertimbahgaﬁ sebagaimana dimaksud

‘dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo

éNomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum

SEKDA

Vo' it 1

:di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun
Anggaran 2019;

. {Undang-Undang

Tahun

(Lembaran ~Negara

Nomor 50 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang ~Undang Nomor

Indonesia Nomor 3899),

50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo




(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); | |

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |

. Undang - Undang Nomor 25 Téhun 2004 tentang sistem

Perencan_aah ~ Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

‘Lembaran Nega.fa- Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
'K-euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tamhahan Lembarah Negara Nomor Republik
Indonésia Nomor 4438); | |

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
' Républik Indonesia Nomor '5049); '

. Undang—Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pefundang—Undangan -(Lembar_an
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Un.dang-Undan'g' Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
.béber_apé. kali .terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uhdang—Undarig '
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh' 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

' 5679);

10,
11,

12,

14,
" 15.

- 16.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adnun1stra31 B

' Pemenntahan (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun -
2014 Nomor 292, ‘I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk :

Indonesia Nomor 5601});

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahum 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang B

_-Pembaglan- Urusan Pemerintahan - Antara Pemenntah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu:blik' Indonesia -
‘Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
i Repubhk Indonesia Nomor 4737); '

13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntanm Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

-Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah -(Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nemor 16 “Tahun 2018 téntarig -'

'Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah (Lembai*aﬁ_ - Negara .
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali _terakhir dengan

17.

Pératuran 'Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

"tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dalam -

Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

'- Keuangan Daerah (Berita Negara Repubhk Indones1a Tahun

2011 Nomor 310}; S _
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8_0 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana -
: telah d1ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor' _
2190 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menten o




~ Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan -
. Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia "
~ Tahun 2018 Nomor 157); |
' _"18. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 :
 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berlta =
o Negara Republjk Indonesia ’I‘ahun 2016 Nomor 547), |
:'19_.. Peraturan Menterl _ Keuangan Nomor 32/PMK. 02/201.8 _
_ “ : tentang Standar Blaya Masukan Tahun Anggaran 2019; _
20:'. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor ‘38 Tahun 2018_
| tentang Pedoman- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan .
o ‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 .
. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 -
o tentang Pokok —  Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Boalemo ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo
© Tahun2011 Nomor2); | |
22 Peraturan Bupatl Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang :
' Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah
. Kabupatén Boalerﬁb Tahun Ar_iggaran 20 19; | .

" Menetapkan : 1, Surat Sekertans DPRD Kabupaten Boale_mo Nomor
A | :175/Set. DPRD/49/III/2019 Perihal = Pgnnohonan |
: Penyesualan Standar Satuan Harga (SSH), o
2. Telabaan' Staf- Dlrektur RSTN Kabupaten Boalemo Nomor :
©800/08/RSUDTN/II/2019 Perihal Usulan Standar Satuan
' -Harga' Umum. (SSHU) tentang Besaran Insentif Non ASN
'Dokter Spesualls d1 Llngkunga.n Rumah Sakit Umum Daerah
| - Tani dan Nelaya.n Kabupaten Boalemo' _ _
: 3. Telahaan Staf Direktur RSTN Kabupaten ‘Boalemo Nomor :
© 800/09/RSUDTN/III/2019 Perihal Usulan Standar Satuan
_Harga Umum (SSHU) tentang Besaran Insentif Tenaga IPCN
Pengelola Program HIV AIDS/TB MDR, Ketua Komite Medik, |
B 'Keperav\{atan,' ‘Ketua Komite M}.ltu,'l_{3;

S MEMUTUSKA‘N -
. Menetapkan :f PERATURAN BUPATI BOALEMO - TENTANG PERUBAHAN :
. KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56
- TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI -

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN : B

:ANGGARAN 2019.

;




Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018
tentang tentang standar satuan harga umum di lingkungan Pemermtah'._
Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun 2018 Nomor 731) diubah sebagai berikut: -
- 1. Ketentuan dalam Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbuny1 sebagai berikut :
 Pasal 5
_Beberapa ketentuan dalam lampiran SSHU diubah sebagaimana tercantum
dalam Lé_mpirari ‘I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan '
. Peraturan -ini. | | |
2. Ketentuan diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal _
TA, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut : :

| ‘Pasal 7A . |
Penggunaan Perubahan Standar Satuan Harga Umum berdasarkan Peraturan

Bupati ini terhitung mulai bulan Januari 2019.

__ _ Pasal II o _

| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
sejak 2 Januari 2019, | |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta

DARWIS'Moan\, o

' Di undangkan di Tilamuta
Pada tanggal | ApPH 2019
SEKRETARIS DAERAH '

BOALEMO

. HUSAIN A} ETANGO

{ BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 76/ )




LAMPIRAN [ : PERATURAN BUPATI BOALEMO

:NOMOR : .20 TAHUN 2019
: TANGGAL : | APR!L L2019

: TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019
STANDAR SATUAN HARGA UMUM

t-
!

BELANJA TIDAK LANGSUNG Standar Satuan Harga TA 2019 Yang Berfungsn Sebagal
JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI Batas Tertinggi
NO URAIAN SAT - BIAYA i KET
1 | TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ) Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
BERDASARKAN BEBAN KERJA ‘ '

1 Rumah Sakit Tani dan Nelayan, .
-Dokter Umum/Dokter Gigi 0B 10,000,000 ;
-Apoteker OB 8,250,000 :
-Penanggung Jawab Ruangan Kesehatan Gol Il OB 2,400,000 ]
-Penanggung .Jawab Ruangan Kesehatan Gol li OB 2,175,000 ‘
-Penanggung Jawab Ruangan Non Kesehatan Gol |Il OB 1,875,000
-Penanggung Jawab Ruangan Non Kesehatan Gol |l 0B 1,675,000
-Petugas Pengelola TB oB 2,300,000
-Ketua Komite Keperawatan cB 2,300,000
-Ketua Komite Mutu dan K3 OB 2,300,000
-Infection Pravention Control Nuise {IPCN) OB 2,300,000
-Perawat Anastesi Gol |lI OB 3,000,000
-Perawat Anastesi Go! Il OB 2,775,000 {
-Asisten Apoteker Gol fll OB 2,200,000 !
-Asisten Apoteker Gol ll oB 1,875,000 ‘
~Perawat Gol 11l 0B 2,200,000
-Perawat Gol Il OB 1,975,000 !
-Perawat Gigi Gol HI OB 2,200,000 ;
-Perawat Gigi Gol H 0B 1,975,000 )
-Bidan Gol Ill oB 2,200,000 i
-Bidan Gol |l OB 1,975,000 ]

- -Radiografer Gol 1l CB 2,200,000 .
-Radiografer Gol 1l OB 1,975,000 !
-Pranata Laboratorium Kesehatan Gol lil OB 2,200,000




: LAMPIFANI : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : TAHUN 2019
: TANGGAL : o 2019

: TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUN TAHUN ANGGARAN 2018
STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA TIDAK LANGS.UNG Standat Satuan Harga TA 2019 Yang BerfunQS| Sebagal
- - |JENIS BELANJA + BELANJA PEGAWAI S _ : Batas Tertmgg:
|NO URAIAN SAT BIAYA _ . KET
. -Pranaia Laboratorium Kesehatan Gol Il OB 1,975,000 ‘ Co
-Nutrisionis Gal 1l OB ~ 2,200,000 ;
-Nutrisionis Gal I _ oB 1,975,000 | ;
-Teknisi Elekiromedis Gol Il . OB 2,200,000
-Teknisi Elektromedis Gol I ‘OB 1,975,000 :
~Fisioterapis Gol Il - OB 2,200,000 :
-Fisioterapis Gol Il oB 1,975,000 :
-Sanitarian Gol Il - OB 2,000,000 i
-Sanitarian Gol I} OB 1,775,000 i
2 Dinas Kesehatan dan Puskesmas i ‘
_ Jabhatan Fungsmnat yang diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan
-Kepala Puskesmas oB 2,250,000 Puskesmas
-Dokier Umum/Dokter Gigi OB 10,000,000 P
-Apoteker OB " 8,250,000 "
-Teknisi Elektromedis Gol lIl . OB 2,200,000 ¢
-Teknisi Elektromedis Gol Il OB 1,975,000 i
-Farmasi Go Il OB 2,200,000 i
-Farmasi Gol || OB 1,875,000 v
-Analisis Kimia Gol il OB 2,200,000 i
-Analisis Kimia Gol Il OB - 1,975,000
-Analisis Fisikg Gol Il OB 2,200,000 1
~ -Analisis Fisika Gol If OB 1,875,000 !
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI ' |
2 Rumah Sakit Tani dan Nelayar, Dinas Kesehatan dan Puskesmas il
-1 Dokter Spesialis OB 30,000,000 i




-|LAMPIRAN | .: PERATURAN BUPATI BOALEMO
:NOMOR :  TAHUN 2019

:TANGGAL: = - - 2019 : :
: TENTANG ;: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015 :

| S STANDAR SATUAN HARGA UMUM | o | -
BELANJA TIDAK LANGSUNG Standar Satuan Harga ra. 2018 o Yang Berfungm Sebagm

. |VENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI = . : h R ' : o ' Batas;Tertmggl :
[NO| ~ URAIAN ] SAT - | BIAYA | ¢ . KET _

/ BUPATI BDALEM

L

et et

w




LAMPIRAN | ; PERATURAN BUPATIBOALEMO
:NOMOR : ~  TAHUN 2019
:TANGGAL: = = ..~ 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STAI'\!DAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019 |

_ |BELANJA LANGSUNG'

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

Standar Satuan Harga TA 2019 Yang Berfungsu Sebagal
Batas Tertmggi

NO | _ ' URAIAN SAT . BIAYA ; ' KET
1. HONORARIUM - ' i " : .

A, Honorarium Staf Ahli Fraksi DPRD dan Staf Ahli Pimpinan DPRD A

1 Staf Ahli Fraksi DPRD OB 3,500,000 i

2 . Staf Ahli Pimpinan DPRD OB 3,000,000 :

-18. Honorarium Non ASN

1 Dokter Ahli Jantung { Kunjungan 2,500,000

-2 - Dokter Ahl Layanan Dasar ! Kunjungan -~ ‘ 1,800,000 .

3 ' Dokter Ahli Lainnya ! Kunjungan 1,500,000 i

4 Dokter WKDS OB 15,000,000 }

5 Penanggung Jawab Rekam Medik OB 2,250,000 :

‘¢ Honorarium Komite Medik Rumah Sakit

1 Ketua Komite Medik OB 800,000

2 Anggota Komite Medik o8B 500,000

3 Ketua Komite Keperawatan oB 800,000 ‘

4 - Anggota Komite Keperawatan OB 500,000

5 Ketua Komite Mutu dan K3 OB 800,000 '

6 Anggota Komite Mutu dan K3 OB 500,000 L
D  Honorarjum Tim UKPBJ ‘ o
1 Kepala UKPBJ OB 1,000,600 ;
2  Kepala UPPBJ OB 3,500,000 "t
3  Kepala UPLPSE OB 3,500,000 .
4  Pokja Pemilihan oB 3,500,000 [
5  Pengelola LPSE QB 750,000 i

BELPEG/LS HAL 1

. T

DARWIS MORIDU
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